A.

BAB Il

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam

tindak pidana korupsi saat ini belum dapat meringankan saksi pelaku yang
bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi
pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) SEMA Nomor 4 tahun
2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi
Whistleblower dan Justice collaborator namun tetap dihukum bila menjadi
bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku intern
dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk
memutus perkara Whistleblower dan Justice collaborator yang terlibat

dalam kasus.

. Hambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi adalah mengenai Surat
Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut
merupakan Surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. SEMA ini juga bukan
merupakan payung hukum bagi Justice collaborator sehingga seorang
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Justice collaborator ini tidak punya kepastian hukum dan tidak punya
kepastian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Surat Edararan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan bagi saksi
pelapor (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice
collaborator) dalam tindak pidana tertentu hanya merupakan pedoman saja
bagi aparat penegak hukum khususnya bagi para hakim dalam menangani
kasus tindak pidana yang berkaitan dengan Justice collaborator dalam
pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara bagi Justice
collaborator atas inisiatifnya yang sudah mau bekerjasamam dengan aparat
penegak hukum untuk membongkar jejaring pelaku tindak pidana

tersebut yang lainnya.

. Saran

1. Kepada Pemerintah dan DPR agar segera membuat suatu kebijakan
hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang atau melakukan revisi
terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-
Undang tentang perlindungan saksi yang memberikan pengaturan yang
memadai terhadap Justice collaborator dalam peradilan pidana dengan
melakukan ~ peninjaun  kembali  tentang  hakikat  Justice

collaborator guna menghasilkan suatu peraturan Perundang-Undangan
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yang baik sehingga dapat memberikan dayaguna yang maksimal

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

. Kepada aparat hukum yang menagani perkara tindak pidana korupsi,
kiranya dapat memperhatikan keberadaan Justice collaborator serta
dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan
Justice collaborator dalam  peradilan pidana dapat memberikan
peran yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku

utama lainnya dalam jaringan tindak pidana terorganisasi.
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Jakarta, 10 Agustus 2611

KETUA MAHKAMAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/Vill/2011 Kepada Yth.
I. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2.8dr. Ketua Pengadilan Negeri
Di- -
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG .
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana
korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian
uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat
terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius
terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan
lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta
membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus
diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan
perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang
mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat -
membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani
tindak pidana dimaksud secara efektif.

3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (Umted Nations Convention Against
Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan,
memberikan kemungkinan - dalam kasus-kasus tertentu
“‘mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang
memberikan kerja sama yang- substansial dalam
penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang
diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): Setiap negara peserta wapb mempemmbangkan
kemungkinan sesuai dengan prinsip-grinsip dasar hukum
nasionainya untuk memberikan " kekebalan - dari
penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama
substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice



Collaboratory suatu tindak pidanz vyang ditetapkan

berdasarkan konvensi ini.

. Ketentuan serupa juge terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti

Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi {United Nation

Convention Against Transnasionai Organized Crimes 2000);

. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006

telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah puia meratifikasi Konvensi

PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh

karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya

diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (WhistleBlower) dan

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah

diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara
hukum baik pidana maupun perdata atas laporan,
kesaksian yang akan, sedang atau vyang ftelah
diberikannya. :

(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang
sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila
ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah,
tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim
dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih periu
pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas
~ dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika
menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan
sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan
keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;

. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang

melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) adalah sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan
melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam
SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang
dilaporkannya;

b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka
penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor
Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut :

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana
tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui
kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam
kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi
di dalam proses peradilan;

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa
vang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-



bukti yang sanga! signifikan sehingga penvidik can/atau
penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud
secara efektif, mengungkap pelaku-peiaku izinnva yang memilik
peran lebih besar dan/atau mengembailkan aset-aset/hasii
suatu tindak pidana;

. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang

Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam
meneniukan  pidana yang akan  dijatuhkan  dapat
mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus:
dan/atau
ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling
ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah
dalam perkara yang dimaksud.
Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan
pidana hakim tetap wajic mempertimbangkan rasa keadilan
masyarakat.

. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara

memperhatikan hai-hal sebagai berikut:

i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi
Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama
sejauh memungkinkan; dan

ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh
Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-R!
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.

4. Kapolri.

5. Ketua LPSK
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